SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Menimbang

DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa sesuai dengan hasil koordinasi Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
serta Kementerian Keuangan terkait pembayaran
tunjangan kinerja bagi Pejabat atau Pelaksana yang
merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana
Harian (Plh.) di Kementerian Dalam Negeri dapat
diberikan;

bahwa Kementerian Keuangan memberikan rekomendasi
mulai berlakukanya pembayaran tunjangan kinerja bagi
Pejabat atau Pelaksana yang merangkap sebagai
Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di
Kementerian Dalam Negeri, sehingga Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2016 tentang



Mengingat

Menetapkan

Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 376);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2016
Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 914);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I
Diantara Pasal 38 dan Pasal 39, disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 38A dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 914), yaitu Pasal 38A, sehingga berbunyi

sebagai berikut:



Pasal 38A
Tunjangan kinerja tambahan bagi Pegawai yang merangkap
sebagai PIt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (3), dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1855.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
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WIDODO SIGIT PUDJIANTO
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